1.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

a. WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dipersamakan dengan

WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP 103/2015. Sehingga WNI
yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah
yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan
campuran. Namun untuk memiliki hak atas tanah tersebut, WNI yang
melaksanakan perkawinan campuran tersebut harus memiliki perjanjian
pemisahan harta sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI
tersebut bukan merupakan harta bersama. Perjanjian pemisahan harta
yang dimaksud dalam Pasal 3 PP 103/2015 tersebut sama dengan
perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan. Sehingga
terkait dengan waktu pembuatan perjanjian pemisahan harta mengacu
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 yang
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu
perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam
ikatan perkawinan.

Menurut Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA, WNI yang melaksanakan
perkawinan campuran selama tidak memiliki kewarganegaraan ganda

dan tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya dapat memiliki
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hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan
perkawinan campuran. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan di
dalam Pasal 3 PP 103/2015. Namun terdapat pengecualian terhadap hak
atas tanah yang dimiliki WNI tersebut harus dibuktikan dengan
perjanjian pemisahan harta. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 21 UUPA
juncto Pasal 3 PP 103/2015, WNI yang melaksanakan perkawinan
campuran tanpa perjanjian pemisahan harta tidak dapat memiliki hak atas
tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan
perkawinan campuran. Akibat hukum dari WNI yang tidak membuat
perjanjian pemisahan harta, maka WNI tersebut harus melepaskan hak
atas tanah yang dimilikinya selama 1 (satu) tahun setelah diperolehnya
hak atas tanah tersebut. Akan tetapi mereka dapat menjadi pemegang

Hak Pakai yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA.

2. Saran
a. Diharapkan para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan
sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan perjanjian pemisahan harta
bagi WNI yang melaksanakan perkawinan campuran guna melindungi
hak nya untuk memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya
yang tidak melaksanakan perkawinan campuran.
b. PP 103/2015 perlu dicantumkan pengertian perjanjian pemisahan harta di

dalam ketentuan umum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.
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